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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Juli 1984 (umur 34 tahun), agama
Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten
Tegal, sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Mei 1984 (umur 35 tahun), agama
Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten

Tegal, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2019 telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Slawi dengan Nomor 1897/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 24 Juni 2019

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah
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Nomor : XXXX tanggal 20 Nopember 2006);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik

talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat selama -/+ 5 tahun kemudian pindah
kerumah kontrakan di XXXXX Kabupaten Tegal selama -/+ 2 tahun kemudian
pindah kerumah bersama di XXXXX, Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun 7

bulan, telah bercampur (Badaddukhul) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :;
1. Anak pertama, umur 12 tahun;
2. Anak kedua, umur 6 tahun;
3. Anak ketiga, umur 2 tahun;
Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan
Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal
ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada
Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-
hari, selain itu karena Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain yang
bernama XXXXX, umur 48 tahun;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Juni 2018 rumah
tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan
antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana
Tergugat kembali kerumah orang tua sendiri di XXXXX, Kabupaten Tegal,
sampai dengan sekarang sudah berjalan selama -/+ 1 tahun antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah kumpul

bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini

dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim
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Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,
dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq.
Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
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mengajukan alat bukti berupa :
A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, NIK. xxxx tanggal
13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan
aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal, Nomor: XXXXXX, tanggal 18 November
2006, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan

dinazegelen (bukti P.2);
B. Bukti Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX,
Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- bahw
a saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
kakak ipar Penggugat;

- bahw
a hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri syah
yang menikah pada tahun 2006 tahun yang lalu dan saksi ikut
menyaksikan saat pernikahan keduanya;

- bahw
a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di
rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal;

- bahw
a selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

anak, masing-masing bernama:
1. Anak pertama, umur 12 tahun;

2. Anak kedua, umur 6 tahun;
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3. Anak ketiga, umur 2 tahun;
Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- bahw
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,
namun sejak bulan Februari 2017 Penggugat sering bertengkar dengan
Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak
memiliki pekerjaan tetap, dan orangnya malas bekerja;
- bahw
a sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
pulang ke rumah orang tuanya;
- bahw
a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1
tahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi;
-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX,
Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
- bahw
a saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai
tetangga Penggugat;
- bahw
a hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri syah
yang menikah pada tahun 2006 tahun yang lalu dan saksi ikut
menyaksikan saat pernikahan keduanya;
- bahw
a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di

rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal;
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) bahw
a selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

anak, masing-masing bernama:
1. Anak pertama, umur 12 tahun;
2. Anak kedua, umur 6 tahun;

3. Anak ketiga, umur 2 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahw
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,
namun sejak bulan Februari 2017 Penggugat sering bertengkar dengan
Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak
memiliki pekerjaan tetap, dan orangnya malas bekerja;
- bahw
a sejak Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
pulang ke rumah orang tuanya;
- bahw
a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1
tahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi;
-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan
mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis
Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125
ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur’an juz

Il halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :
do Y Ib g ot o cpaled) G e o ] £ 0o

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di
persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang

dzalim dan tidak ada hak baginya. “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,
oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai
cukup dan dinazegelen, telah dicocokan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR
alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini
lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo, Majelis Hakim
diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih

meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-
pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak ipar Penggugat
yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken

marriage) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di
bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang
yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga
kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145,
dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan
mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Faktor ekonomi Tergugat
jarang memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian sejak Juni 2018 Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Tergugat
sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta
yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus
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dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah
memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas
keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim
menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di
Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 orang
anak orang anak;

- bahw
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun
sejak Februari 2017 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena
Faktor ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa sejak Juni 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman
bersama;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1
tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya sebagai suami;

- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak
mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis
Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh
Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan
perselisahan yang terus menerus yang disebabkan Faktor ekonomi Tergugat

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat dan
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Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat

tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus
menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan
upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan
tetapi Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan
Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai
dengan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga
memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup
rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai
rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan
batin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga
mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan
justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun
salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan
Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah

fighiyyah yang berbunyi:

g_ahl_? ‘_;J.ﬁ p.)_é_o bl _a oJl sl PP
Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis
Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fighus Sunnah juz I
halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:
olgs aso Glas Lao sli VI 9LSg zo il wolucl
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o VI yt uolall jacg laglliol Gus b mianll

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka

hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain’;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan
perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat
(1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan

talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 15 Dul'qodah 1440 H. Hijriyah. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.
sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag. SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. Abdul Basir, S.Ag. SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.
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Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00
Pendaftaran
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP : Rp 10.000,00
Panggilan 1
Penggugat
4. Biaya : Rp 10.000,00
PNBP
Panggilan 1
Tergugat
5. Biaya : Rp 270.000,00
Pemanggilan
6. Biaya : Rp 10.000,00
Redaksi
7. Biaya : Rp 6.000.,00
Meterai
Jumlah : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.
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